BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGA1 UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD,
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,
dan/atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maim
perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
[ _J Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712 );

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310 ), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 540 );

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 680 );

29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 );

30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014
Nomor 9 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula
berjumlah Rp.1.062.451.468.997,00 bertambah sejumlah
Rp.172.338.855.660,00 sehingga menjadi Rp. 1.234.790.324.657,00 dengan
rincian sebagai berikut :

Perdu Kab.HSU Non Tahun 2015
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1. Pendapatan Daerah:

a. Semula Rp 949.843.969.238,00
b. Bertambah Rp. 150.283.509.742.85
Jumlah Pendapatan Daerah

setelah perubahan Rp. 1.100.127.478.980,85

2. Belanja Daerah :

a. Semula Rp 1.062.451.468.997,00
b. Bertambah Rp. 172.338.855.660.00
Jumlah Belanja Daerah

setelah perubahan Rp. 1.234.790.324.657,00
Jumlah Defisit setelah perubahan ( Rp. 134.662.845.676,15)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan :

1) Semula Rp. 123.707.499.759,00
2) Bertambah Rp. 47.555.345.917,15
Jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp. 171.262.845.676,15

b. Pengeluaran :

1) Semula Rp. 11.100.000.000,00
2) Bertambah Rp. 5.500.000.000,00
Jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp. 36.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto
setelah perubahan Rp. 134.662.845.676,15
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula Rp. 68.560.915.192,00
2) Bertambah Rp. 25.350.196.909.85
Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 93.911.112.101,85

b. Dana Perimbangan:

1) Semula Rp 678.658.844.225,00

2) Bertambah Rp. 80.716.768.754.00

Jumlah dana perimbangan

setelah perubahan Rp. 759.375.612.979,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

1) Semula Rp. 202.624.209.821,00

2) Bertambah Rp. 44.216.544.079.00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp. 246.840.753.900,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:
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a. Pajak Daerah :
1) Semula Rp. 5.241.186.780,00

2) Bertambah Rn. 850.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 6.091.186.780,00

b. Retribusi Daerah :

1) Semula Rp. 7.218.172.900,00

2) Bertambah Rp.  721.532.000.00

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan Rp. 7.939.704.900,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula Rp. 7.072.500.000,00

2) Bertambah Rp. 3.600.000.000,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

Yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 10.672.500.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Ash Daerah Yang Sah:

1) Semula Rp. 49.029.055.512,00

2) Bertambah Rp. 20.178.664.909,85

Jumlah lain-lain pendapatan ash daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 69.207.720.421,85

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dan jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak:

1) Semula Rp. 149.796.836.225,00

2) Bertambah Rp. 16.768.754.00

Jumlah dana bagi hasil

setelah perubahan Rp. 149.813.604.979,00
b. Dana Alokasi Umum :

1) Semula Rp. 458.316.398.000,00

2) Bertambah RD. 0,00

Jumlah dana alokasi umum

setelah perubahan Rp. 458.316.398.000,00
c. Dana Alokasi Khusus :

1) Semula Rp. 70.545.610.000,00

2) Bertambah Rp. 80.700.000.000.00

Jumlah dana alokasi khusus

setelah perubahan Rp. 151.245.610.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 5.750.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0.00
Jumlah pendapatan hibah

setelah perubahan Rp. 5.750.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:

1) Semula Rp. 58.338.462.900,00
2) Bertambah Rp. 0.00
Jumlah dana bagi hasil pajak provinsi

setelah perubahan Rp. 58.338.462.900,00
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c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:

1) Semula Rp. 98.535.746.921,00
2) Bertambah Rp. 44.216.544.079.00
Jumlah dana penyesuaian dan

otonomi khusus setelah perubahan Rp. 142.752.291.000,00

d. Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum
dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya:

1) Semula Rp. 40.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana bagi basil SDA
Pertambangan Umum dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah lainnya
setelah perubahan Rp. 40.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula Rp. 558.505.098.923,00
2) Bertambah Rp. 43.781.093.863,00
Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan Rp. 602.286.192.786,00

b. Belanja Langsung :

1) Semula Rp. 503.946.370.074,00
2) Bertambah Rp. 128.557.761.797.00
Jumlah belanja langsung

setelah perubahan Rp. 632.504.131.871,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dan jenis belanja :
a. Belanja Pegawai:

1) Semula Rp. 473.156.900.006,00

2) Berkurang (Rp. 2.694.904.215.001

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 470.461.995.791,00
b. Belanja Hibah:

1) Semula Rp 4.699.000.000,00

2) Bertambah Rp 2.159.870.000.00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 6.858.870.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial :

1) Semula Rp. 4.104.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0.00
Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp. 4.104.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa :
1) Semula Rp. 1.245.936.980,00
2) Bertambah Rp. 2.537.020.00
Jumlah belanja bagi basil kepada
provinsi/kabupaten/kota dan Pemdes
setelah perubahan Rp. 1.248.474.000,00
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e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa :

1) Semula Rp. 73.299.261.937,00
3) Bertambah Rp. 44.313.591.058.00

Jumlah belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota dan Pemdes

setelah perubahan Rp. 117.612.852.995,00
f. Belanja Tidak Terduga :

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah Rn. 0.00

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai :

1) Semula Rp. 22.614.998.506,00

2) Bertambah Rn. 3.388.221.994.00

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 26.003.220.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa:

1) Semula Rp. 237.309.981.599,00

2) Bertambah Rp. 18.678.563.985.00

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp. 255.988.545.584,00
c. Belanja Modal :

1) Semula Rp. 244.021.389.969,00

2) Bertambah Rp. 106.490.975.818.00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 350.512.365.787,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan :

1) Semula Rp. 123.707.499.759,00
2) Bertambah Rp. 47.555.345.917,15

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 171.262.845.676,15

b. Pengeluaran :
1) Semula Rp. 11.100.000.000,00

2) Bertambah RD. 25.500.000.000.00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 36.600.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dan

jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya ( SiLPA ) :
1) Semula Rp. 122.019.499.759,00
2) Bertambah RD. 47.555.345.917.15
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya ( SiLPA )
setelah perubahan Rp. 169.574.845.676,15
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b. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman:

1) Semula Rp. 1.688.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0.00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 1.688.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan:

1) Semula Rp. 5 .000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

setelah perubahan Rp. 5 .000.000.000,00
b. Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah:

1) Semula Rp. =1-.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 25.500.000.000.00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

setelah perubahan Rp. 30.000.000.000,00
c. Pemberian Pinjaman Daerah:

1) Semula Rp. 1.600.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0.00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1 .600.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

1. Lampiran 1 Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
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Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H.ABD ID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU S GAI UTARA,

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 12.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 94/2015

Perda Kab.HSU NO. 12 Tahun 2015
tentang Perubahan APBD TA. 2015
thin it dari ii
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